PERATURAN BUPAT| LUwWu
NOMOR 55 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 7. Tahun 2011 tentang
Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7) tanggal 5 Juli
2011, maka perlu segera dilaksanakan:

N b.- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati. -

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
' Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi

(Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

" iIndonesia Nomo_r1822j)?'=

c ' 2. Undang-undang............
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Jndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturg, D

~ yndang’ baran Negara Republik Indonesia Tahun 1gq Naaa:

Agraria (Lem
o4, Tambahd

. QmJ
n Lembaran Negara Republik Indones;, N o

Mo

2043); | .
g-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Perindugty,,

Undan ‘
. mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomey %

( —_ .
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3274)

Undang-Undang  Nomor 5 Tah'?,fi"‘_ 1990 tentang Konvers
sumberdaya Alam Hayati dan Ekogiﬁ,temwaya (Lembaran Negs,
Republik Indonesia Tahun .199(5 Né[ﬁ_qr 49, Tambahan Lembars-

¥

Negara Republik Indonesia Nomor 34;;’}.9): |

. .Undang-Undang Nomér 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam
(Lembaran Negara Republik In‘doﬁ‘éisj;a Tahun 1992 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Repuiglﬂﬂ-ndoneéia‘ Nomor 3470);

~ Hﬂdang-UHdang Nomor 41 Tahdh“i'-—‘1999-~-- tentang kehutanan

(L?mbafa" Negara Republik Indonégfé- Tahun 1999 Nomor 167

Tambahan Lembaran Negara Rep_titi-|ik Indonesia Nomor 38

;:E?jiai;“;;:ttelah diubah denganj.‘.‘tl-ndang-Undang Nomor;j

- entang penetapan Pt:a'rpu. Nomor 1 Tahun 20

(lemb '
faran Negara Repuybiik Indonesia Nomor 4412);
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g P

s Nornor 4723); . -

.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 temntan

12 Tahun 2008 tentan

Undang-Undang Nomor 3

-41-

g Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5004 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
tentang Sistem

Undahg-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Negara Republik

perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran
indonesia Tahun 2004 Nomr 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
g, Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran ~ Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

In_donesia Nomor 4844);
8 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Rep_dblik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangb Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
‘ a Republik Indonesia

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negar

13. Undang-undang .................
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r 26 Tahun 2007 Tentang Penata,
"Ry,

Indonesia Tahun 2007 N o
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ng_Undang Nomo
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12, Un¢ 1 Negara Republik
baran Negara Republik Indonesia 4725).

undang Nomor 27 Tahun <2007 tentang pey,,
13. Una@ dan Pulau-Pulau Kecil ( Lembaran Negg, Rep) t1r
A0l

indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembara, N
Republik Indonesia Nomor 4726);
4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pe”ambanca.

atuBara (Lembaran Negara Reﬁ@hiik Indonesia Tz,

‘v“Jar;

Mineral dan B &
2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopeg;,

~ et

Nomor 4959); | o
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 »-teqt_arig Kepariwisataz:

(Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn™2009 Nomor 11

- Tambahan Lembaran Negara Republik l_ndone'éfiéiNomor 4966);

1. Unda'n'_g-Udang Nomor 22 Tahun 2009 te'nté@‘ Lalu Lintas dar
Angkutan Jalan (Le’mbaran Negara _Républik In:dﬂo_ﬁesia Tahun 200¢
Nomor 96, Tambahan - Lémbaran Negara- Republik Indores?
Nomor 5025); - N

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagal s

| (Lembafan.Negara-Rep.u,blik Indonesia Tahun 2009 Nomd' 15
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 502

s

19. Undang-Undand-"
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48. Undang-Undang Nomor 32: Tahun 2009 tentang.Pérlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

20. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahur 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Peraturah Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana'(Le'mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3258);

99 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentan
Lembaran Negara

g Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
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- pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tenta
23, perat " n Negara Republik Indonesia Tahun 1gg4 No

(Lemb . smbaran Negara Republik Indonesia Nomor 344
Ta::;aran pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentantg Se 5)
24. Per i Lembaran Negara Republik Indonesia Tahygn 1991 ::ada”
iungambaha" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mjsr
25. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendal;
pencemaran dan/atau Perusakan Layt (Lembaran Negara Repusy,

. Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negar,

Sunq“

l'

- Republik Indonesia Nomor 3816);
26. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisic

Mengenai Dampak ngkungan (Lembaran Negara Repupjj
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar

= Republlk Indonesia Nomor 3838); |
"27 Peraturan - Pemerintah Nomor 10 Taﬁun 2000 tentang Tingka

Ketehtlan Peta Untuk Penataan Ruang- Wllayah (Lembaran Negarz
“Republik Indonesia Tahdn 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3934)

28, Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2006 tentang iges
(Lembafa” Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4
Tambahan Lembara Negara Repubhk Indonesia Nomor 4624)

30, Peraturan pemerintaf
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
- Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,.Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruan Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repubﬁk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nregara Republik
Indonesia nomor 4833); | |

32. Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

»Pengundéhgan" dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 1 R -

33. Keputusan Presiden nomer 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan

Tanah Bagi Kawasan Industri
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang

Penyelnggaraan Penataan Ruang di Daerah;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang

Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
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Menteri Pekerjaaan Umum Nomor 24/PRT/M,

raturan
36. Pe doman Teknis izin Mendirikan Bangunan;

* tentang P€ N
uran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20qg ten

Nta
Kawasan Perkotaan; !

37. Perat
pedoman Perencanaan

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2003 tentay
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencap, e
Ruang Daerah;

59 Peraturan Menteri Dalam Negeri meor 50 Tahun 2009 tentang
" pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

" 40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Pemasangan Utilitas; RIS

| - 41.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut—lll2010 tentang

Perubahan - atas  Peraturan I'tfe-nterl Kehutanan Nomor
P. 32/Menhut?l!/2009 tentang Penybalman Teknis Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Dagrah Aliran SSUngai (RTKRHL-DAS)

o ——

-42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesr-_Sel_atan Nomor 9 Tahun 2009

tentang Garis Sempadan Jalan;

-

43P | o
€faturan Daerah Provinsi Sulawe5| Selatan Nomor 9 Tahun 200°

tentang Rencana Tata Ruan
44, Peraturan Daerah Kabuy

Pemenntahan yang M

Kabupaten Luwu

g Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
paten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tenta"

enjadi Kewenangan Pemerintah Daerd"

MEMUTUSKAN...""
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT|I LUwWU TENTANG GARIS

SEMPADAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;

Bupati adalah Bupati Luwu;

Perierintahan  Daerah. adalah  Penyelenggaraan  Urusan

Pemermtahan oleh Pemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan
dengan Pl‘lﬂSIp otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagal unsur Penyelenggara

T éPemermtahan Daerah

6. Otonomi Daerah...............
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g. Oton nomi Daerah adalah hak. wewena”gd e kewa”ban daerah
: ok untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Peme”ntahan
e kepent'ﬂga" masyarakat setempat sesuai dengan Per 2y
Peraturan perundang- undangan;
s perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah Unsur pPembanty Kepai
Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terg;,
dani Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah Lembag,
. . Teknis, Kecamatan dan Kelurahan; .
" Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupatl Kabupaten Luwu:
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian
izin -tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
- - Pemerintah. Daerah untukm kepentmgan orang Pribadi atau Badan;
10 -Garis Sempadan ~adalah gans batas Maksimum Pe'ldman

.‘ Bangunan Jalur Jalan, Pantaij, Sungal Saluran Irigasi, Dan Jaringan
- Listrik Arus Kuat Tegangan nggr '*'—

1. Daerah Sempadan adalah Kawas:;;r Sepanjang kiri kana jalan
Pantai, Sungai, Saluran Irigasi, dan Jaringan Listrik Kuat tegange"
tinggi yang ‘Meémpunyai manfaat “Pentimng untuk mepertahanka"
kelestarian, kemanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan fungs

Jalan-jalan tersebut
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-49-

: Pasal 2
. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahunn
2011 tentang Garis Sempadan Jalan

Pasal 3

(1) Menunjuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah Sesuai
dengan Tugas poko dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi : |
a. Dinas Bina Marga;

Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang;

Dinas .Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinas Kelautan dan Perikanan; | .
Dinas Pedambangan Dan Energi.

. PT. PLN (Persero) Raﬁting Belopa; -

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

T Q@ " 0o a0 o
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Pasal 4

n sehubungan dengan Pelaksanaan Per

Sega hulu dikonsultasikann kepada Satuap,

. i terlebih da |
erah yang Terkai dengan melakukan koor

aturan
Kefja
i”asi,

luasi serta membuat laporan kepada Bypg .

iy a
monitoring dan ev Elaly;

sekertaris Daerah Terhadap Pengelolaan Garis Sempadan
e .

Pasal & ..

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang méngetahuinya, ' _me_merintahkan Pengundangap
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerap
Kabupaten Luwu. o | |
 Difétapkan di Belopa
pada tanggal 16 September 2011
BUPATI LUWU,
Caplttd
— ~ A. MUDZAKKAR
opa - |

Pada tan ' ]
SEKR ggal 16 September 2011

‘ ETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

‘SYAIFUL AL Al
: ERAH KABUPATEN Luiw TAHUN 2011 NOMOR 55
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